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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Partai Politik dan 

Implikasinya dalam sistem Presidential Threshold sehingga penelitian ini 

mengkaji terkait : “Ambang Batas Presidential Threshold Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Partai Politik Di 

Indonesia”. Untuk mengetahui bagaimana syarat pengajuan bakal calon Presiden 

dan Wakil Presiden oleh Partai Politik serta Implikasinya terhadap Partai Politik. 

maka permasalahan dan isu tersebut muncul rumusan masalah sebagai berikut : 

(1) Bagaimana Kedudukan Partai Dalam Sistem Presidential Threshold Di 

Indonesia? (2) Bagaimana Implikasi Presidential Threshold Terhadap Partai 

Politik Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilu. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penulisan ini adalah penelitian 

Normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu peratuan Perundang-Undangan, 

pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa penerapan Presidential Threshold membelenggu hak-hak Partai Politik 

yang tidak dapat memenuhi syarat ambang batas dalam mengajukan bakal calon 

Presiden dan Wakil Presiden. sehingga kontestasi Pemilihan Presiden di Indonesia 

hanya mampu di ikuti oleh orang-orang yang cenderung dekat dengan elite Partai 

Politik sehingga masyarakat tidak mempunyai alternatif pilihan lain. Akan tetapi 

Penghapusan Presidential Threshold akan memunculkan konsekuensi Pelemahan 

sistem Presidensial di Indonesia. Maka diharapkan persentase Presidential 

Threshold dapat diturunkan. 

Kata Kunci: Presidential Threshold, Partai Politik, Pemilu, Peraturan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara hukum yang berarti segala tindakan 

penyelenggaraan negara termasuk pengisian suatu jabatan negara harus 

sesuai dengan ketentuan hukum
1
. Bahwa konsep negara hukum 

memberikan kerangka landasan pengaturan terhadap konsepsi bernegara 

yang tidak hanya berkenan dengan adanya pembatasan terhadap tindakan 

atau pebuatan pemerintah selaku organ negara namun juga sebagai sarana 

perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan atau perbuatan 

pemerintah yang menyalahgunakan wewenang atau berbuat sewenang- 

wenang.
2
 

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan presidensial 

yang harus terintegrasi secara sistematis dengan sistem kepartaian, sistem 

pemilihan yang sah, dan sistem pemilihan presiden. Kekuasaan tertinggi, 

tetapi menjamin ketertiban dalam pelaksanaan kekuasaan., maka oleh 

karena itu Pemilu diselenggarakan untuk memilih orang-orang yang akan 

mewakili rakyat dalam pemerintahan. 

                                                           
1
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, 

Pasal 1 Ayat (3). 
2Aminuddin Ilmar, membangun Negara Hukum Indonesia (Cet. I; Makassar: Phinatama 

Media, 2014), hlm. 2.  
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Amandemen Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002, dan 

beberapa kesepakatan mendasar dicapai melalui amandemen Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk 

penguatan sistem presidensial. Namun  kenyataan ini tidak  secara 

konsisten dipertimbangkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

Perimbangan kekuasaan antara presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat 

berubah akibat konstruksi presidensialisme, sebagian besar dibongkar 

melalui Amandemen Pertama pada  tahun 1999 dan menguatnya lembaga 

DPR melalui Amandemen Kedua pada  tahun 2000. Sebaliknya, terjadi 

kontradiksi. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia diamandemen untuk membentuk sistem presidensial. 

Penerapan kebijakan regulasi kepartaian yang sejalan dengan 

sistem multipartai memberikan dampak yang signifikan terhadap 

stabilitas penyelenggaraan negara, khususnya dalam konteks  

pemerintahan presidensial. Efektivitas pemerintah dalam melaksanakan 

kebijakan publik sangat bergantung pada dinamika politik yang 

berkembang di DPR. Faktanya, perbedaan dukungan di DPR membuat 

presiden lebih banyak fokus pada kompromi politik di DPR. 

Sistem multipartai juga berpengaruh pada ketidakstabilan politik 

yang dapat berimbas pada infensiensi kinerja pemerintahan diantaranya;
3
 

                                                           
3 Ni’matul Huda dan Imam Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca 

Reformasi, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.40. 
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a. Fluktuasi kekuatan sistem presidensial tergantung dukungan 

koalisi partai politik. 

b. Sistem kepartaian multipartai tidak mendukung sistem 

presidensial. 

c. Tidak adanya koalisi permanen yang dapat mendukung 

pemerintahan selama masa lima tahun presiden terpilih. 

d. Adanya dugaan personalitas presiden terpilih yang 

menyebabkan lemahnya sistem presidensial. 

e. Adanya dugaan koalisi partai politik hanya untuk 

mendapatkan kekuasaan, bukan karena kesamaan visi dan 

misi. 

f. kabinet menjadi alat politik partai politik. 

Pemilihan presiden tahun 2004 merupakan momen penting dalam 

sejarah demokratisasi Indonesia.. Disahkan dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2003., Rakyat Indonesia untuk pertama kali memilih 

Presiden dan Wakil Presiden dengan langsung (direct popular vote) itu 

mengakhiri sistem lama yang menempatkan MPR sebagai lembaga 

kekuasaan  tertinggi
4
. Dalam struktur kenegaraan sebagaimana 

diamanatkan oleh UUD 1945 sebelum amandemen yang tertuang dalam 

Pasal 1 ayat 2: “Kedaulatan tetap berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan semata-mata oleh badan permusyawaratan rakyat.”. Oleh 

sebab itu Pemilihan dan penentuan Presiden di pilih oleh MPR.
5
 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan terpisah dengan 

pemilihan legislatif dan rakyat memilih langsung wakil mereka yang 

sebelumnya dilakukan oleh MPR. Pemilihan anggota legislatif dilakukan 

lebih dahulu sebelum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, aturan 

mengenai batas minimum pencalonan yang harus dipenuhi oleh partai 

                                                           
4KPU, “ pemilihan Umum Secara Langsung 2004”,hlm.9. 
5
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, 

Pasal 1 Ayat (2). 
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politik adalah lima belas persen (15%) dari suara sah yang di dapatkan 

secara nasional. Undang-undang Pemilu Nomor 42 Tahun 2008 

kemudian menjadi undang-undang lain yang dibuat berdasarkan Pasal 6A 

ayat (1) sampai (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 untuk melengkapi aturan mekanisme pemilihan presiden.. 

Ketentuan Presidential Threshold dalam Undang-undang ini 

dirubah mennjadi lebih tinggi persentasenya dari muatan yang 

dirumuskan dalam Undang-Undang sebelumnya. Ketentuan sebagaimana 

yang termuat dalam  pasal  9 tentang batas minimum pencalonan 

Presiden Dan Wakil Presiden yang menjadi 20%(dua puluh persen) dari 

jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat dan 25% (dua puluh lima persen 

) dari suara sah secara nasional.
6
 

Penyelenggaraan pemilihan presiden selanjutnya diamanatkan 

serta diatur melalui Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilu. Pasal 222 Undang-Undang Pemilu mempengaruhi 

bentuk kedaulatan rakyat dalam pemilihan kepala negara, selama diusung 

oleh Partai atau koalisi Partai Politik peserta Pemilu. Kehendak rakyat 

terhadap sosok calon Presiden harus sejalan dengan keinginan dan 

kemampuan Partai Politik yang memang diamanatkan untuk mengusung 

bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik yang dapat 

mengajukan serta mencalonkan Presiden harus memiliki perolehan kursi 

                                                           
6Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilu. Pasal 222.  
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dua puluh persen (20%) dari jumlah kursi DPR atau dua puluh lima 

persen (25%) perolehan suara sah nasional pada pemilu DPR 

sebelumnya. 
7
 

Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pasal 222 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak 

bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang 

Dasar 1945. Namun berbeda dalam dissenting opinion dinyatakan bahwa 

dengan membaca formulasi perumusan Pasal 222 Undang-Undang No 7 

Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi sulit dibantah bahwa pesan tetap 

mendasarkan pada Undang-Undang 1945
8
. Dalam putusan Mahkamah 

konstitusi Nomor 14/PUU-XI /2013 tentang pelaksanaan Pemilihan 

umum serentak pada Pemilu 2019 dan Pemilihan umum seterusnya 

didasarkan pada tiga pertimbangan utama : 
9
 

a. untuk memperkuat rancangan bangunan sistem pemerintahan 

menurut UUD1945 terkait dengan sistem pemerintahan 

Presidensial dengan mekanisme saling mengawasi dan 

mengimbangi check and balance. 

b. Makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan 

UUD 1945 terhadap desain penyelenggaraan pemilu presiden 

adalah dilakukan serentak dengan pemilu legislatif.  

c. Pelaksanaan pemilu Presiden dan Pemilu legislatif serentak 

sejalan dengan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki 

adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak 

warga negara untuk memilih secara cerdas. 

                                                           
7
Sirajul Munir, “Pengaruh presidential Threshold Terhadap Alternative Pilihan Calon 

Presiden dan Wakil Presiden”,Jurnal Pemilu, Vol. 1. 2 (juli, 2023), hlm.65.   
8Sumardi,Muhammad Lutfi,Muhammad Nurdin, Baharudin,” presidential 

threshold:harapan dan dan tantangan bacalon Presiden 2024”, jurnal pemilu,Vol.1 Nomor 

2.(juni,2022),hlm.154. 
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Keberadaan Presidential Threshold justru membatasi partai 

politik untuk dapat dengan mudah mengajukan calon Presiden. 

Presidential Threshold menyebabkan ketergantungan partai dengan 

perolehan suara sedikit terhadap partai dengan perolehan suara banyak 

membentuk koalisi demi mampu memenuhi ambang batas Presidential 

Threshold, sehingga rakyat tidak mempunyai pilihan alternatif untuk 

memilih Pemimpin yang diharapkan menjadi kepala negara serta kepala 

Pemerintahan dimana sistem ambang batas Presidential Threshold 

dianggap kurang efektif dalam tradisi Presidensial. 

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka menarik bagi 

peneliti untuk meneliti permasalahan hukum yang berkaitan dengan 

batas minimum tersebut dengan judul ”Ambang Batas Presidential 

Threshold Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilu Terhadap Partai Politik di Indonesia” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kedudukan Partai Politik dalam sistem 

Presidential Threshold di Indonesia 

2. Bagaimanakah Implikasi Presidential Threshold terhadap Partai 

Politik di Indonesia 
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C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian   

a. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti, maka adapun tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan partai politik 

dalam pengajuan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden 

berdasarkan sistem Presidential Threshold. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Implikasi penerapan sistem 

Presidential Threshold terhadap partai politik di Indonesia. 

b. Manfaat Penelitian 

Apabila penelitian di atas tercapai, maka penelitian 

diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut: 

a. Secara Akademis 

Dari segi akademik, penelitian ini berguna untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan para sarjana dan prasyarat 

untuk meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiya 

Mataram. 

b. Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber refrensi 

tambahan dan kontribusi keilmuan serta sebagian bahan 
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pertimbangan dalam penelitian lebih lanjut, terutama dalam studi 

hukum tata negara terkait batas minimum pencalonan Presiden 

dan Wakil Presiden terhadap demokrasi di Indonesia. 

c. Secara Praktis  

Dapat dijadikan pedoman dan member sumbangsih 

pemikiran dalam memahami batas minimum pencalonan Presiden 

dan Wakil Presiden dalam Pemilihan umum serta dampak yang 

ditimbulkan terhadap demokrasi di Indonesia.  

       D. Keaslian Penelitian. 

Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, bahwa penelitian 

yang terkait langsung dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

penelitian terdahulu, dapat peneliti paparkan ke dalam tabel berikut ini: 

No. Judul Penelitian 

1 Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden dan Wakil 

Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2017.
10

 

Mubarika Rahmayanti 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penerapan batas Minimum penalonan 

Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu 2019 berdasarkan 

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum. 

2. Untuk mengetahui penerapan asas-asas Pemilihan Umum dalam 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 

berdasarkan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017. 

Hasil Penelitian 

                                                           
10 Mubarika rahmayanti, skripsi : Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden 

dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. 

(Bone: UIN 2020).  
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Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman yang memiliki 

kewenangan untuk menguji peraturan Perundang-Undangan yang 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu perkara 

yang diuji adalah perkara Nomor. 14/PUU/XI/2013 tentang penerapan 

ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau yang lazim 

dikenal dengan Presidential Threshold yang harus dipenuhi oleh partai 

politik atau gabungan partai politik pengusung pada Pemilihan Umum 

tahun 2019 dan seterusnya. Dalam putusan perkara a quo diharapkan 

memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. 

Ketiga aspek tersebut harus terpenuhi, tetapi putusan tersebut lebih 

condong kepada kepastian hukum,sementara aspek keadilan dan 

kemanfaatan tidak begitu tercapai. Penyebabnya karena landasan 

pengujian penerapan batas minimum tersebut tidak mencerminkan asas 

keadilan dan kemanfaatan yang sesuai dengan cita-cita bangsa, yang 

dimana batas minimum yang harus dipenuhi diatur dalam pasal 222 

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  

bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan 

Umum yang memenuhi Persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 

persen dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat dan memperoleh 25 

persen dari suara sah nasional pada Pemilihan Umum anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat sebelumnya, berhak mengusung calon Presiden dan 

Wakil Presiden, sehingga partai politik yang tidak memenuhi ambang 

batas minimum atau Presidential Threshold tersebut tidak berhak 

mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden kecuali berkoalisi 

dengan partai lain. 

Persamaan 

Persamaan dengan peneltian terdahulu adalah untuk mengetahui 

pemberlakuan perosedural dalam sistem Presidential Threshold yang 

termaktub dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilu 

Perbedaan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

penerapan sistem Presidential Threshold terhadap Partai Politik.. 
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No. Judul Penelitian 

2 Penerapan Ambang Batas Presidensil (Presidential Threshold) sebagai 

kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum di Indonesia.
11

 

Venu Fendabi 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kriteria dalam membentuk suatu aturan 

kebijakan hukum terbuka open legal policy. 

2. Untuk mengetahui implikasi dari putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 53/PUU/XV/ terkait dengan dengan 

Presidential Threshold 

Hasil Penelitian 

Hadirnya ambang batas Presidential Threshold menyiratkan bahwa 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pemilu tahun 2019 akan 

kehilangan hak-hak Partai Politik akibat adanya peraturan tersebut. 

Meski Mahkamah Konstitusi menilai batasan pengambilan keputusan 

Pemilu terutama terkait ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil 

Presiden yang resmi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dianggap sah, namun 

peraturan tersebut masih salah kaprah dan keliru. tidak memiliki 

referensi yang jelas mengenai ambang batas tersebut. dengan alasan 

memanfaatkan hasil Pemilu sebelumnya. terlebih lagi adanya putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor  51/PUU/XV/2017 dan putusan Nomor. 

51-52-59/PUU-VI/2008 yang berdampak pada reformasi politik. Oleh 

karena itu, penting untuk memperbaiki dan melakukan berbagai 

penyempurnaan, misalnya otoritas publik dan akademisi harus 

meningkatkan jumlah referensi yang berkaitan dengan Presidential 

Threshold  dan gambaran menyeluruh tentang  Pemilu yang serentak. 

Ada persyaratan untuk reproduksi politik yang sah untuk menentukan 

arah, struktur dan isi hukum, khususnya yang berkaitan dengan 

Presidential Threshold. 

Persamaan 

Persamaan penelitian yang sekarang dengan yang terdahulu adalah sama 

sama meneliti sistem Presidential Threshold. 

Perbedaan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

penetapan sistem ambang batas pemilu presiden terhadap partai politik 

di Indonesia.. 

 

 

                                                           
11 Venu Fendabi. skripsi Penerapan Ambang batas Presidensil (Presidential Threshold) 

Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia,(Jakarta: UIN 2019). 
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No. Judul Penelitian 

3 Presidential Threshold Sebagai Open Legal Policy Dalam Pemilihan 

Umum Di Indonesia Perspektif Hukum Islam.
12

 

Angga Putra 

Tujuan Penelitian 

1. untuk memahami sistem Presidential Threshold sesuai dengan 

kaidah-kaidah open legal policy. 
2. untuk mengetahui perspektif hukum islam dalam wilayah 

siyasah sariyyah terhadap sistem Presidential Threshold. 

Hasil Penelitian 

Sistem Presidential Threshold telah mematuhi pedoman pendiriannya 

dan merupakan kebijakan hukum terbuka. Dalam praktiknya, hal ini 

jelas dapat mempengaruhi kekuatan kerja pemerintah sehingga dapat 

meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan kajian 

syariat siyasa, orang-orang yang dapat diusulkan menjadi imamah atau 

pionir sejati harusnya berasal dari kaum Quraisy dan hal ini tidak ada 

bedanya sama sekali karena diperbolehkan menjadi pionir, menjadi 

kaum Quraisy terjun untuk menghilangkan perasaan asabiyah. 

Sedangkan dalam sistem Presidential Threshold atau ambang batas 

pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur secara tegas dalam 

pasal 222 Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain adanya 

perbedaan antara sistem Presidential Threshold atau syarat ambang batas 

pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, dengan keadaan pengangkatan 

kepala negara yang mengharuskan orang Quraisy menjadi kepala 

negara. 

Persamaan 

Persaman penelitian yang terdahulu dengan yang sekarang adalah sama-

sama meneliti tentang penerapan sistem Presidential Threshold. 

Perbedaan 

Penelitian terdahulu meneliti Presidential Threshold berdasarkan 

perspektif hukum islam sedangkan peneliti dari pengaruh ke Partai 

Politik. 

                                                           
12 Angga Putra, skripsi Presidential Sebagai Open Legal Policy Dalam Pemilihan Umum 

Di Indonesia Perspektif Hukum Islam,(Makassar :UIN 2021) 



13 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Ambang Batas 

1. Pengertian Ambang batas (Threshold) 

Ambang batas adalah jumlah minimum dukungan yang harus 

diterima suatu partai untuk mendapatkan keterwakilan. Nilai minimum 

ini dinyatakan sebagai persentase dari hasil pemilu. Besaran ambang 

batas tersebut ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-

undangan yang disebut dengan Legal Threshold 

Dalam praktik Pemilu, gagasan legal Threshold berkembang 

dalam penggunaannya. Legal Threshold tidak sekedar dimaksudkan 

sebagai batas minimum dukungaan yang harus diperoleh partai politik 

untuk mendapatkan perwakilan di parlemen , yang kemudian dikenal 

dengan istilah ambang batas parlemen,(Parlementary Threshold) 

namun berkembang menjadi ambang batas yang harus dipenuhi suatu 

partai untuk dapat ikut serta dalam pemilihan parlemen pada masa 

jabatan berikutnya. 

Ambang batas pemilu dapat dibagi menjadi dua metode yaitu 

ambang batas efektif dan ambang batas formal. Ambang batas efektif 

adalah pengaturan yang dihasilkan dari perhitungan matematis  dalam 

sistem pemilu. Berdasarkan standar ini, ukuran daerah pemilihan 
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merupakan pertimbangan matematis yang penting dalam menentukan 

jumlah kursi. 

Ambang batas formal dibuat dengan memasukkan persentase 

secara eksplisit ke dalam  norma hukum. Dengan memasukkan 

ambang batas, maka penerapannya dapat ditegakkan secara hukum. 

Dimasukkannya standar formal ini mempunyai implikasi bagi partai 

politik.
13

 

2. Implikasi Penetapan Ambang batas 

Ambang batas presiden merupakan ambang batas dukungan 

Dewan Perwakilan Rakyat. Beberapa dampak penerapan Presidential 

Threshold adalah sebagai berikut. :
14

 

a. Menyalahi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945 

“Bentuk republik” di mana presiden sebagai penyelenggara 

pemerintahan negara dituangkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang 

mengatur tentang struktur politik Indonesia dengan sistem 

presidensial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

menyatakan Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat pada Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 ayat 1 

sampai dengan 2. Pasal 4 sampai 16 dan 19 sampai 22B. 

Sinkronisasi pemilu tahun 2019 berdasarkan peraturan 

perundang-undangan Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dianggap 

melemahkan sistem pemerintahan Presidensial yang dijalankan 

di Indonesia. Dalam kerangka sistem Pemerintahan, Presiden 

dan DPR adalah dua lembaga terpisah yang landasan 

legitimasinya menjadikan lembaga eksekutif dan legislatif saling 

independen. oleh sebab itu, Pemilihan Presiden dan Wakil 

                                                           
13 Azyumardi Azra dan R Siti Zuhro. Problematika Pemilu Serentak, Jurnal Hukum, Vol. 

1 nomor 2. Desember 2018. Hlm 6.  
14 Asep Wijaya, Rosmini dan Poppilea Erwinta, Problematika Penerapan Presidential 

Threshold Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia, Jurnal Hukum, Vol 16 Nomor 1. Juni 2020. 

Hlm. 50. 
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Presiden tidak ditentukan oleh komposisi yang ada di Dewan 

Perwakilan Rakyat 

. 

b. Bertentangan dengan pasal dengan Pasal 6A Ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 

Aturan Ambang Batas Pencalonan Presiden dalam UU 

Nomor 7 Tahun 2017 melanggar Pasal 6A ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan 

bahwa partai atau gabungan partai wajib mengajukan calon 

presiden dan wakil presiden. Dengan adanya Peraturan Ambang 

Batas Presiden ini membatasi hak partai politik untuk 

mengusung calon presiden dan wakil presiden, yang juga 

memaksa partai yang hanya memiliki sedikit kursi di parlemen 

untuk mendukung calon presiden dan wakil presiden yang telah 

ditentukan tanpa mengutarakan kekuasaan politiknya. pendapat 

atau kemauan karena kedudukannya, hanya sebagai 

penyeimbang atau menggenapkan, karena pada hakikatnya 

Ambang Batas dalam pengertian aslinya bukanlah ambang batas 

yang menghalangi pengangkatan kepala negara, melainkan 

merupakan aturan persentase minimal dalam memilih pasangan. 

Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

khususnya Pasal 6A Ayat 3, menjelaskan bahwa calon Presiden 

dan Wakil Presiden memperoleh paling sedikit lima puluh 

persen (50%). suara di setiap provinsi di Indonesia diwajibkan 

minimal dua puluh persen (20%). 

 

3. Tujuan Ambang Batas 

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem 

multipartai.. Dalam penyelenggaraan Pemilu dikenal Istilah 

Parlementary Threshold. Parlementary Threshold sendiri bermakna 

ambang batas partai politik memperoleh kursi di Parlemen, sistem ini 

merupakan salah satu bentuk penyederhanaan Partai politik melalui 

peraturan Perundang-Undangan. Tujuan utamanya adalah dengan 

Pembatasan partai politik. 
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Ambang batas Parlemen diatur dalam pasal 414 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ditentukan bahwa 

ambang batas parlemen adalah 4 persen dari total suara sah secara 

nasional. Peraturan tersebut hanya berlaku untuk DPR. Ambang batas 

parlemen parlemen 4 persen bertujuan untuk penyederhanaan partai 

politik, dengan jumlah partai politik diparlemen yang lebih sedikit, 

maka pemerintahan akan berjalan stabil dan efektif. 

Threshold tidak hanya diterapkan pada lembaga parlemen, 

tetapi ambang batas juga diterapkan pada sistem pemilu Presiden dan 

Wakil presiden. Kebijakan ambang batas Presidential Threshold tidak 

akan terlepas dengan kebijakan ambang batas Parlemen atau 

Parlementary Threshold. Presidential Threshold bertujuan untuk 

Memperkuat sistem presidensial dengan menyederhanakan partai 

politik, dengan tujuan utama  menciptakan pemerintahan yang 

diharapkan memiliki kepemimpinan yang stabil dan tidak menyulitkan 

pemerintah petahana dalam mengambil keputusan politik dengan 

parlemen.. 

B. Tinjauan Umum Tentang Presidential Threshold 

1. Pengertian Presidential Threshold 

Istilah Presidential Threshold terdiri atas dua kata yang berasal 

dari bahasa Inggris yaitu dari kata Presidential dan Threshold. Secara 

etimplogi kata Presidential bermakna “mengenai Presiden”, dan kata 
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Threshold mempunyai arti “ambang Pintu”. 
15

 sedangkan secara 

teminologi Presidential Threshold adalah ambang batas perolehan 

kursi dan suara minimal partai politik atau gabungan partai politik 

dalam Pemilu legislatif. agar pasangan calon Presiden dan Wakil 

Presiden dapat diajukan. Sebagai rumus penghitungan suara dan kursi 

dalam sistem perwakilan proporsional sehingga ambang batas 

pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dimasukkan ke dalam sistem 

pemilu. 

2. Tujuan Presidential Threshold 

Aturan ambang batas pencalonan Presiden atau Presidential 

Threshold diberlakukan dengan sejumlah tujuan :
16

 

a. Memperkuat Sistem Presidensial 

Penerapan ambang batas Presidential Threshold bertujuan 

agar dapat memperkuat sistem Presidensial. Setelah perubahan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Untuk memperkuat sistem yang ada, pemilu diadakan pada tahun 

2004 di mana presiden dan wakil presiden dipilih dan angkat 

langsung oleh rakyat. sehingga Presiden langsung mendapatkan 

legitimasi dari individu. sehingga sulit untuk melakukan 

Pemakzulan Presiden oleh majelis Permusyawaratan Rakyat. 

                                                           
15 John Echols dan Hassan Shadily, kamus Inggris-Indonesia, PT Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta, 2005. Hlm. 445.  
16 Alya Yuliamaryam, Penyederhanaan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang 

Pemilu 2017, Jurnal Hukum, Vol.6. Desember 2018. Hlm. 2.  
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b. Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan 

Efektivitas dan stabilitas  pemerintahan suatu negara 

bergantung pada optimalisasi fungsi  berbagai institusi politiknya. 

Penerapan sistem Presidential Threshold akan membantu 

meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.  Jika tidak 

ada Presidential Threshold, maka kemungkinan besar presiden dan 

wakil presiden akan diangkat oleh partai atau gabungan partai yang 

tidak memiliki mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh 

karena itu, kedudukan presiden dan wakil presiden sebagai kepala 

eksekutif menyulitkan dalam memimpin pemerintahan, karena 

tidak adanya dukungan mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat. 

c. Penyederhanaan sistem multipartai 

Kerangka multipartai diharapkan dapat menjamin semua 

Partai Politik dapat mengambil bagian dalam pemerintahan dengan 

kekuasaan mayoritas. Di negara-negara yang menjalankan sistem 

pemerintahan demokrasi seperti Indonesia, semakin banyak Partai 

Politik semakin sulit menciptakan pemerintahan yang efektif dan 

berfungsi. dengan mempertimbangkan bahwa pilihan-pilihan 

penting harus diambil bersama dengan Presiden dan Dewan 

Perwakilan Rakyat. Ketika terdapat banyak partai atau kelompok 

partai di parlemen, pengambilan keputusan menjadi semakin tidak 

efisien. Oleh karena itu, koalisi partai yang besar diperlukan untuk 

mendukung pemerintahan yang rentan terhadap kesepakatan. 
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Sistem multi partai cenderung menghasilkan presiden minoritas 

dengan dukungan parlemen yang minim dan membahayakan 

sistem presidensial. 

3. Syarat Presidential Threshold 

Persyaratan Presidential Threshold diatur dalam Pasal 222 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang 

menyatakan bahwa “ Pasangan calon diusulkan oleh partai politik 

atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi 

persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) 

dari jumla kursi DPRatau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) 

dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR 

sebelumnya”. 

Pengertian Presidential Threshold jika merujuk pada Undang-

Undang Pemillu  tersebut ialah pengaturan tingkat ambang batas 

dukungan DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara atau jumlah 

perolehan kursi yang harus diperoleh partai politik peserta Pemilu 

sebesar 20% supaya dapat mencalonkan Presiden dan wakil Presiden 

dari partai politik atau gabungan partai politik. artinya Presidential 

Threshold menjadi syarat bagi seseorang untuk dapat mencalonkan diri 

sebagai Presiden atau Wakil Presiden di Pemilu.
17

  syarat persentase 

agar dapat terpilihnya Calon Presiden dan wakil Presiden sebenarnya 

                                                           
17

Tsabbit Aqdamana, Problematika Penerapan Presidential Threshold 20% Dalam 

Sistem Presidensial Indonesia, jurnal hukum, 2 Nomor 2. Desember, 2022. Hlm. 10.  
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sudah diatur dalam Pasal 6A Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “ pasangan calon 

Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima 

puluh persen dari jumlah suara dalam Pemilihan Umum dengan 

sedikitnya dua puluh persen suara setiap Provinsi yang tersebar di 

lebih dari setengah jumlah Provinsi di Indonesia, dilantik menjadi 

Presiden dan Wakil Presiden”. hak konstitusional dalam mengajukan 

calon Presiden dan Wakil Presiden sebenarnya sudah diberikan melalui 

amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 kepada seluruh Partai Politik yang sudah lolos di parlemen. 

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh partai Politik 

dalam mengusung calon anggota DPR, anggota DPRD Provini, DPRD 

kabupaten atau kota, dan calon Presiden dan wakil Presiden 

berdasarkan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang pendaftaran, verifikasi, dan 

Penetapan Partai politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, 

yakni sebagai berikut :
18

 

a. badan Hukum yang sesuai ketentuan Dalam peraturan 

tentang partai politik. 

b. Memiliki badan kepengurusan di seluruh daerah Provinsi. 

c. Memiliki kepengurusan setidaknya tujuh puluh lima persen 

(75%). Jumlah daerah kabupaten atau kota di Provinsi yang 

bersangkutan. 

                                                           
18

Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 10.  
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d. Memiliki kepengurusan Bersetatus paling sedikit 50 Persen 

jumlah kecamatan di daerah kabupaten atau kota yang 

bersangkutan. 

e. Menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan 

perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, 

dan memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan 

pada kepengurusan partai politik tingkat Provinsi dan 

kabupaten atau kota 

f. Memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 

lebih 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk 

kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam 

huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda 

anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau surat 

keterangan. 

g. Memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat 

pusat, Provinsi dan kabupaten atau kota sampai berakhirnya 

tahapan Pemilu. 

h. Mengajukan nama, lambang dan tanda gambar partai politik 

kepada KPU. 

i. Menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik 

tingkat pusat, Provinsi, dan kabupaten atau kota kepada 

KPU. 

j. Menyerahkan AD dan ART partai politik. 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Pemilu 

1. Pengetian Pemilihan Umum 

Pemilu (Pemilihan Umum) adalah proses kontestasi untuk 

mengisi jabatan-jabatan politik Pemerintahan yang didasarkan pada 

pilihan formal dari warga negara. Dalam negara demokratis, Pemilu 

telah menjadi mekanisme dalam proses pergantian jabatan kekuasaan. 

dikarenakan Pemilu sudah menjadi kebutuhan dasar bagi semua rezim 

pemerintahan. Karena itu semua rezim Pemerintahan akan 
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melaksanakan Pemilu dalam kerangka mendapatkan legitimasi politik 

masyarakat.
19

 

Dalam sistem Pemerintahan yang demokratis, kekuasaan 

sepernuhnya berada di tangan rakyat, artinya suara rakyat menentukan 

masa depan seorang Pemimpin negara. Pemerintahan yang dibentuk 

benar-benar berdasarkan kehendak dan kepercayaan rakyat
20

. 

Mengingat pesatnya kemajuan masyarakat, dan kegiatan yang 

dilakukan semakin beragam, menjadikan kompleksitas permasalahan 

yang dihadapi oleh rakyat semakin bervariasi. Keadaan ini tidak 

memungkinkan rakyat untuk berkumpul di satu tempat dan mengkaji 

permasalahan yang dihadapi secara lugas, akhirnya muncullah sistem 

demokrasi perwakilan sebagai kebutuhan dengan Pemilu sebagai 

sistem untuk memilih wakil. 

2. Jenis-Jenis Pemilu 

Ada beberapa tipe atau jenis pemilu di Indonesia, yakni 

diantaranya pemilu Parlemen, Pemilu Presiden, dan Pemilu pimpinan 

daerah. 

 

 

                                                           
19 Muhtar Habodin, Pemilihan Umum dan Partai Politik di Indonesia, UB Press, Malang, 

2016. Hlm. 4. 
20 DKPP RI, Penyelenggaraan Pemilu di Dunia, CV. Net Comunication. Jakarta, 2012. 

Hlm 10.  
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a. Pemilu DPR, anggota DPD, dan Anggota DPRD 

Dalam negara demokrasi, kedaulatan rakyat diwakili oleh 

lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat. wakil terpilih yang 

memenuhi amanah rakyat dan mewakili kepentingannya. Suara 

adalah inti terpenting dari sebuah negara demokratis.. Itulah 

sebabnya rakyat diberikan perlindungan hukum untuk 

menyerahkan sebagian haknya untuk mewakili mereka kepada 

orang-orang yang mereka percaya melalui Pemilu anggota DPR, 

DPD, dan DPRD pada dasarnya tidak hanya bermakna filosofis 

dan politik, tetapi juga memiliki makna sosiologis. 

Penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur  dan adil merupakan langkah awal yang memiliki kemampuan 

dalam memainkan peran secara maksimal dalam tata kelola negara 

dan Pemerintahan. Kedaulatan rakyat dalam suatu sistem 

demokrasi tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu 

sistem Pemerintahan dari ralyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. pada 

masa rezim orde baru Pemilu hanya untuk memilih anggota DPR 

dan DPRD, sedangkan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh 

MPR. 

b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

Sistem Presidensial merupakan sistem Pemerintahan yang 

terpusat pada jabatan seorang Presiden sebagai kepala negara 
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sekaligus sebagai seorang kepala Pemerintahan. Semangat 

demokrasi satu orang satu suara yang berarti suara mayoritas rakyat 

pemilihlah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi 

Presiden dan wakil Presiden. Hal tersebut perlu dicatat bahwa 

pemilihan langsung memungkinkan lahirnya kontrak politik antara 

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dengan rakyat 

pemilihnya. 

c. Pemilu kepala daerah 

Di Indonesia bukan hanya pemilhan anggota legislatif dan 

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, juga terdapat pemilihan 

langsung kepala daerah. Dalam pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa 

Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala 

pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara 

demokratis.
21

 

3. Tujuan Pemilu 

Dalam sudut pandang buttom-up, pemilihan umum dipandang 

sarana politik bagi pembuat undang-undang untuk dikecam dan 

dipaksa untuk menyampaikan bagaimana kebijakan mencerminkan 

penilaian publik. termasuk untuk fungsi buttom-up sebagai: 

                                                           
21 Fajlurrrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana, 2018. Hlm. 105-

111.  
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a. Rekruitmen politisi 

Dinegara demokratis, Pemilihan Umum adalah sumber 

utama untuk rekrutmen politisi dengan partai politik sebagai sarana 

utama dalam penominasian kandidat. Individu-individu biasa 

kemudian bisa menjadi politisi sejak dirinya bergabung dalam 

partai politik dan sejak dinominasikan atau mencalonkan diri dalam 

Pemilihan Umum. 

b. Membentuk Pemerintahan  

Membingkai pemerintahan langsung di negara-negara yang 

menggunakan sistem Presidensial di mana pemimpinnya dipilih 

secara langsung. Pada saat yang sama, berbeda dengan negara-

negara yang menganut sistem parlementer, pemilihan umum 

berdampak pada pembentukan pemerintahan dengan bergantung 

pada sistem Pemilu yang diterapkan. 

c. Sarana untuk membatasi perilaku dan kebijakan Pemerintah 

Para penguasa yang agendanya tidak lagi disetujui rakyat, 

bisa secara berkala memeriksa kebijakannya pada pemilu parlemen 

berikutnya. Petahana dimana masyarakat dapat mengarahkan 

dukungannya kepada kandidat atau partai politik lain yang dinilai 

lebih menjanjikan pada pemilu mendatang.
22

 

                                                           
22 Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2009. Hlm. 9.  
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D. Tinjauan Tentang Demokrasi 

1. Pengertian Umum Tentang Demokrasi  

Demokrasi berasal dari kata Yunani demos yang berarti rakyat 

dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat 

diartikan pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat, demokrasi telah 

berkembang sejak abad 5 SM, diawali sebagai raksi terhadap 

pengalaman buruk yang diakibatkan oleh monarki dan kediktatoran di 

masa Yunani.
23

 

Sistem demokrasi yang dikembangkan di negara-negara kota 

Yunani kuno adalah demokrasi langsung., yaitu suatu sistem 

Pemerintahan yang dijalankan melalui keterlibatan seluruh warga 

negara dalam pengambilan keputusan politik secara langsung 

berdasarkan suara mayoritas .
24

Sejarah peristilahan demokrasi bisa 

ditelusuri kebelakang. Konsep ini ditumbuhkan pertama kali dalam 

praktik negara kota Yunani dan Athena  (450 SM-350 SM). Tahun 

431 SM, Pericles, seorang Negarawan ternama Athena, 

mendefinisikan demokrasi dengan mengemukakan beberapa kriteria 

diantaranya (1) Pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat 

yang penuh secara langsung. (2) kesamaan didepan hukum. (3) 

Pluralisme, yaitu penghargaan atas semua keinginan dan pandangan, 

dan (4) Penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi 

agar dapat memenuhi dan terekspersikannya keperibadian Individu. 

                                                           
23

 Sunarso, Membedah Demokrasi, UNY Press, Yogyakarta, 2015. Hlm. 10.  
24 Ni’matul Huda, Ilmu Negara, PT. Raja Grafindo, Depok, 2019. Hlm. 197. 
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Definisi demokrasi secara etimologi adalah pemerintahan oleh 

rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi 

dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana hak-hak untuk 

membuat keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap 

warga negara, yang diaktualisasi melalui prosedur Pemerintahan 

mayoritas, yang biasa dikenal dengan istilah demokrasi langsung. 

Demokrasi juga dijelaskan sebagai bentuk pemerintaha dimana warga 

negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi tetapi 

melalui para wakil yang duduk di lembaga dewan perwakilan rakyat. 

wakil-wakil tersebut dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab 

terhadap rakyat atau biasa disebut sebgai demokrasi perwakilan.karen 

itu negara yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan 

berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat mayoritas dan juga tidak 

mengesampingkan rakyat minoritas.
25

 

2. Tujuan Demokrasi 

Maksud dari pemerintahan demokrasi adalah mewujudkan 

masyarakat adil dan sejahtera dengan gagasan yang menitikberatkan 

pada keadilan, kepercayaan dan penerimaan. Secara teori, tujuan 

sistem pemerintahan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga 

mencakup peluang penilaian dan pengaruh umum. Berikutnya adalah 

                                                           
25 Elly Rosana, Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum, Vol. 12 

Nomor 1. (Januari-juni, 2017). Hlm. 9.  
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penjelasan mengenai tujuan sistem pemerintahan demokrasi, secara 

spesifik : 

a. Kebebasan Berpendapat 

Inti dari sistem aturan demokrasi adalah memberikan 

kesempatan penilaian dan ekspresi. Sebuah negara yang menganut 

sistem pemerintahan demokrasi, dimana setiap individu memiliki 

kesempatan untuk memberikan sudut pandang dan menyuarakan 

keinginan dan pendapat.. 

Kebebasan berpendapat menjadi hal fundamental bagi 

negara demokrasi. Penjamin hak dasar juga dilakukan secara 

terbuka sebagai cara mengungkap dan mengatasi adanya masalah 

sosial yang belum terwujud. 

b. Menciptakan Keamanan dan Ketertiban 

Demokrasi pada umumnya berupaya untuk menegakkan 

ketertiban dan keamanan. Hak-hak setiap warga negara akan 

dilindungi dalam demokrasi, dan musyawarah untuk mencari solusi 

bersama demi terciptanya keamanan akan diutamakan. 

c. Rakyat Aktif Dalam Pemerintahan 

Sistem berbasis suara berfokus pada kekuasaan rakyat, 

sehingga rakyat akan terlibat dalam setiap interaksi pemerintahan, 

mulai dari pengambilan keputusan langsung hingga pemberian 
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tujuan dalam strategi publik. Individu didorong untuk terlibat 

secara efektif dengan isu-isu legislatif untuk bekerja pada 

presentasi pemerintah negara. 

Adanya peran rakyat dalam Pemerintahan juga akan 

membuat setiap warga negara lebih bertanggung jawab terhadap 

peran yang dimilikinya sebagai seorang warga negara yang wajib 

menjaga keutuhan negara. 

d. Membatasi Kekuasaan Pemerintah 

Kekuasaan tertinggi di suatu negara yang menganut sistem 

pemerintahan demokrasi juga berharap untuk membatasi kekuatan 

Pemerintah, agar tidak mengarah pada kekuasaan yang bersifat 

tirani atau absolut. Dengan sistem demokrasi diharapkan akan 

tercipta pemerintahan yang bertanggung jawab, dimana pemerintah 

hanya berfungsi sebagai delegasi dari individu-individu yang 

dipercaya untuk merangkum suara setiap rakyat. 

e. Mencegah Perselisihan 

Di negara demokrasi, setiap persoalan atau perjuangan yang 

terjadi akan diselesaikan melalui konsultasi. Sehingga diyakini 

dengan menganut sistem berbasis suara kita bisa mencegah 
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terjadinya perdebatan antar kelompok dan bisa menyelesaikan 

segala persoalan dengan damai.
26

 

3. Jenis-Jenis Demokrasi 

a. Demokrsi Parlementer 

Sistem Parlementer adalah sebuah pemerintahan dimana 

parlemen memiliki peranan sangat besar dalam pemertintahan. 

Dalam sistem ini, Parlemen memiliki wewenang untuk mengangkat 

seorang Perdana Menteri yang akan menjabat sebagai kepala 

Pemerintahan, demikian pula Parlemen dapat menjatuhkan atau 

membubarkan pemerintahan apabila parlemen mengeluarkan Mosi 

tidak percaya kepada Perdana Menteri atau kabinetnya. Pada 

umumnya sistem Parlementer untuk posisi jabatan kepala negara 

dipegang oleh seorang Presiden atau Raja akan tetapi kekuasaannya 

terbatas yang hanya diposisikan hanya sebagai kepala negara tanpa 

memiliki kekuatan politik yang terlalu besar. 

Jadi menurut tradisi sistem pemerintahan parlementer, maka 

lembaga eksekutif dalam hal ini pemerintah mempunyai kedudukan 

yang lebih rendah dibandingkan dengan Parlemen. Karena 

posisinya yang lebih lemah, Parlemen terpaksa dibubarkan, dengan 

alasan parlemen dianggap tidak representatif. Jika hal ini terjadi, 

                                                           
26 Silmi Nurul 

Utami,https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/07/113000869/demokrasi--pengertian-ciri-

ciri-tujuan-dan-contoh-sikapnya (diakses pada tanggal 19 November 2023 Pukul 11.28) 

https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/07/113000869/demokrasi--pengertian-ciri-ciri-tujuan-dan-contoh-sikapnya
https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/07/113000869/demokrasi--pengertian-ciri-ciri-tujuan-dan-contoh-sikapnya
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pemerintah harus mengadakan pemilihan umum dalam waktu yang 

relatif singkat untuk membentuk parlemen baru. 

Penyelenggaraan Pemerintahan parlementer di Indonesia 

pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 diketuai oleh panitia 

gabungan Republik Indonesia Serikat, atau disebut Panitia 

Penyusunan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.disusun langsung oleh seorang Menteri Kehakiman RIS 

saat itu yaitu Profesor Soepomo dan Wakil Ketua yaitu  Perdana 

Menteri Republik Indonesia. Dr.Abdul Halim. 

Dibuat dengan membentuk konstitusi nasional untuk negara 

Indonesia yang selesai pada tanggal 20 Juli 1950. Persoalan tentang 

negara kemudian dibicarakan dari atas ke bawah di setiap Dewan 

Perwakilan Rakyat yang akhirnya dikukuhkan oleh Senat dan 

Kongres RIS dan KNIP. Pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden 

Sukarno mengesahkan undang-undang tentang Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, yang akhirnya dikenal dengan Undang-

Undang Dasar Sementara. Negara kesatuan akhirnya secara resmi 

didirikan kembali pada tanggal 17 Agustus 1950. 

Pemerintahan yang diterapkan pada saat masih berlakunya 

Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 adalah bentuk 

Pemerintahan Parlementer. Presiden menjabat sebagai kepala 

negara mempunyai kekuasaan terbatas dalam kekuatan politik 
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sedangkan Perdana Menteri yang menduduki jabatan sebagai 

kepala Pemerintahan memimpin kabinet yang telah disetujui oleh 

Presiden selaku kepala negara, kabinet secara keseluruhan 

mempunyai tanggung jawab Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

yang mempunyai kewenangan untuk membubarkan kabinet secara 

keseluruhan atau memberhentikan menteri secara perseorangan.. 

Berarti dapat dikatakan bahwasanya yang menunjuk Perdana 

Menteri selaku kepala Pemerintahan serta seluruh jajaran 

kabinetnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pada dekade lima puluhan dari tahun 1950 sampai 1959 

total Kabinet berganti tujuh kali. Pergantian kabinet terjadi hampir 

setiap tahun hingga berakhirnya Undang-Undang Dasar Sementara 

pada tahun 1950. Perubahan kabinet biasanya terjadi dalam jangka 

waktu yang cukup singkat sejak kabinet pertama dipimpin oleh 

Mohammad Natsir hingga Dr. Juanda. 

Dengan lemahnya dukungan  parlemen dan kegagalan 

berbagai kabinet maka pada akhirnya dekrit Presiden diterbitkan 

karena ketidak berhasilan Konstituante dalam membentuk Undang-

Undang Dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 

sementara 1950 maka pada  9 Juli 1959 berakhirlah masa 

demokrasi liberal di Indonesia. 
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b. Demokrasi Presidensial 

Sistem Presidensial merupakan sistem Pemerintahan yang 

terpusat pada kekuasaan Presien sebagai kepala Pemerintahan 

sekaligus sebagai kepala negara. Dalam sistem Presidensial, badan 

eksekutif tidak bergantung pada badan legislatif. Kedudukan badan 

eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif. 

Keberadaan sistem Presidensial menurut Prof. Jimly Asshiddiqie  

ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah bahwa 

sistem Presidensial lebih menjamin stabilitas Pemerintahan, 

sedangkan kekurangannya, sistem Presidensial menempatkan 

eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang sangat berpengaruh 

karena kekuasaannya cukup besar. Maka dibutuhkan pengaturan 

Konstitusional untuk menekan dampak buruk dari sistem 

Presidensial. 

Ada beberapa prinsip pokok dalam sistem Pemerintahan 

Presidensial, yaitu : 

1. Kekuasaan eksekutif dan legislatif jelas dipisahkan, 

presiden merupakan satu-satunya kekuasaan eksekutif 

dan kekuasaan eksekutif tidak dapat dibagi. 

2. Presiden bertindak sebagai kepala pemerintahan dan 

kepala negara. 

3. Presiden mengangkat menteri-menteri sebagai pembantu 

yang bertanggung jawab kepada presiden.. 

4. Seorang Anggota Parlemen tidak dapat bertindak dalam 

posisi kepemimpinan eksekutif begitupun sebaliknya 

untuk pejabat eksekutif. 

5. Presiden tidak mempunyai kewenangan untuk 

membubarkan parlemen . 
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6. Pemerintah bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. 

Memasuki era orde lama, setelah beberapa kali berganti 

bentuk Pemerintahan dari sistem Presidensial hingga Palementer. 

Dengan demikian, Dekrit Presiden tahun 1959 memulihkan 

kembali konstitusi pertama tahun 1945, membuka jalan bagi 

pemulihan sistem presidensial di Indonesia setelah terbentuknya 

sistem parlementer yang seringkali tidak stabil.. 

c. Demokrasi Campuran 

sistem campuran atau quasi adalah sistem Pemerintahan 

yang memadukan kelebihan dari sistem pemerintahan Parlementer 

dan Presidensial. Dalam sistem campuran diusahakan hal-hal yang 

terbaik dari kedua sistem pemerintahan tersebut. Dalam sistem 

pemerintahan campuran selain memiliki Presiden sebagai kepala 

negara, juga memiliki Perdana Menteri sebagai kepala 

Pemerintahan untuk mempimpin kabinet yang bertanggung jawab 

kepada Parlemen. Apabila Presiden tidak diberi posisi dominan 

dalam sistem Pemerintahan, Presiden hanya dianggap sebagai 

lambing dalam Pemerintahan. Akan tetapi Presiden tidak bisa 

dijatuhkan oleh parlemen, bahkan Presiden mempunyai 

kewenangan untuk membubarkan Parlemen.  
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Ciri-ciri sistem pemerintahan terpadu adalah sebagai berikut.
27

 

1. Parlemen memilih menteri-menteri 

2. Kondtitusi menetapkan dengan pasti lamanya masa 

jabatan eksekutif. 

3. Menteri tidak bertanggung jawab kepada salah satu 

parlemen atau Presiden. 

Berdasarkan penjelasan di atas, ciri pertama merupakan ciri 

utama sistem parlementer, sedangkan ciri kedua merupakan ciri 

utama sistem presidensial. Ciri ketiga adalah ciri yang tidak 

terdapat dalam sistem pemerintahan parlementer atau presidensial.. 

E. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik 

1. Pengertian Partai Politik 

Partai Politik mempunyai posisi vital dalam sistem demokrasi. 

Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata polis (Yunani) yang 

berarti kota atau negara-kota. Kemudian muncul kata polities yang 

mengandung warga negara, politike te ckne yang mengandung makna 

kemampuan politik, episteme yang mengandung arti teori politik. 

Merupakan upaya untuk mewujudkan atau mencapai cita-cita atau 

ideologi dalam politik. Sebagai aturan umum, dapat dikatakan bahwa 

kelompok ideologis adalah kumpulan terkoordinasi yang individu-

individu mempunyai arah, nilai, dan tujuan yang sama..
28

 

                                                           
27 Muliadi Anangkota, Klasifikasi Sistem Pemerintaha, Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 3 

Nomor 2, 2020. Hlm. 148.  
28 Elly Rosana, Partai politik dan Pembangunan Politik, Jurnal Tapis, Vol. 1 (januari-juni 

2012), hlm. 3.  
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Partai politik adalah sekumpulan atau kelompok yang diberikan 

kewenangan untuk mengajukan bakal calon-calon yang akan mengisi 

jabatan-jabatan negara untuk selanjutnya dipilih oleh rakyat melalui 

kontestasi Pemilu sehingga adanya legitimasai kedaulatan tersebut 

rakyat dapat mengontrol atau mempengaruhi setiap tindakan 

pemerintah, Partai Politik idealnya Tujuannya adalah untuk 

mengaktifkan dan memobilisasi masyarakat, untuk mewakili 

kepentingan tertentu, untuk menyediakan sarana untuk 

mempertimbangkan pendapat yang berbeda atau bertentangan, dan 

untuk menyediakan sarana hukum bagi suksesi kepemimpinan 

politik.
29

 

2. Jenis-Jenis Partai Politik 

Tipologi partai politik diartikan sebagai pengelompokan partai 

berdasarkan karakter-karakter khusus dari suatu partai sehingga partai 

tersebut dapat dikategorikan dalam berbagai tipe, kelompok atau 

model tertentu, Partai Politik umumnya dapat dibagi dalam lima jenis 

yaitu: 
30

 

a. Partai Proto 

Partai Proto adalah jenis Partai Politik yang paling awal 

sebelum sampai pada perkembangannya sekarang ini. Tipe Partai 

Proto diperkenalkan  di Eropa Barat sekitar Abad Pertengahan 

                                                           
29 Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Partai Politik, Kencana, Jakarta, 2020. Hlm. 5.  
30 Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia, UB 

Press, Malang, 2016. Hlm. 31.  
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hingga abad ke-19. Gagasan yang paling menonjol dari Partai 

Proto adalah perbedaannya antara kelompok anggota dan non-

anggota. Sebenarnya masih belum terlihat sebagai Partai Politik 

zaman modern, namun hanyalah sebuah kelompok yang dibingkai 

berdasarkan pandangan faksi-faksi yang berkembang di 

masyarakat. 

b. Partai Kader 

Partai kader merupakan perkembangan lebih lanjut dari 

partai proto, muncul sebelum hak diterapkan hak pilih secara luas 

bagi rakyat, sehingga sangat tergantung masyarakat kelas 

menengah ke atas yang memiliki hak pilih, keanggotaan yang 

terbatas, kepemimpinan, serta  pemberian dana. Tingkat organisasi 

dan ideologi masih rendah. Ideologi yang dianut konservatisme 

ekstrim atau reformisme moderat, partai kader tidak perlu 

organisasi besar yang dapat memobilisasi massa.  

c. Partai Massa 

Partai massa muncul setelah terjadinya perluasan hak pilih 

rakyat, sehingga dianggap sebagai suatu respon politik dan 

organisasi bagi perluasan hak pilih. Jika partai proto dan partai 

kader muncul dalam lingkungan parlemen dan memiliki basis 

pendukung kelas menengah ke atas dengan tingkat organisasi dan 

ideologi rendah. Partai massa terbentuk diluar parlemen dengan 

basis massayang luas, seperti buruh, petani, kelompok agama, 
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dengan ideologi yang kuat untuk memobilisasi massa dengan 

organisasi yang tertata. Tujuan utamanya bukan hanya memperoleh 

kemenangan dalam Pemilihan Umum, akan tetapi juga 

memberikan pendidikan politik bagi rakyat. 

d. Partai Dictatoral 

Partai Dictatoral merupakan suatu tipe partai massa akan 

tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Kontrol 

terhadap anggota dan rekrutmen anggota sangat ketat, karena 

dituntut untuk setia dan komitmen terhadap ideologi partai. Partai 

dictatoral mengkultuskan satu pemimpin utama yang mempunyai 

segala wewenang, baik itu berupa perekrutan anggota baru maupun 

pemecatan anggota. 

e. Partai catch-all 

Partai catch all merupakan gabungan partai kader dan 

partai massa. Istilah catch-all pertama kali dikemukakan oleh Otto 

Kirchheimer untuk memberikan tipologi pada kecenderungan 

partai politik di eropa barat pasca perang dunia II. Catch-all artinya 

menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk 

dijadikan sebagai anggota. Tujuan utamanya adalah untuk 

memenangkan Pemilihan Umum dengan menawarkan program dan 

keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku. 

Aktivitas partai ini erat kaitannya dengan kelompok kepentingan 

dan kelompok penekan. 



39 
 

 
 

3. Tujuan Partai Politik 

Menurut amanat Pasal 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 

tentang partai politik. tujuan partai politik adalah: 
31

 

a. Tujuan partai politik adalah 

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik 

Indonesia. 

3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila 

dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.  

 

b. Tujuan Khusus Partai Politik 

1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat 

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan 

pemerintahan. 

2. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

Secara pragmatis, tujuan partai politik tidak lain bertujuan pada 

kompetisi perebutan kekuasaan dalam pemerintahan secara damai 

melalui kontestasi Pemilu. Tujuan semacam itu tentu saja memiliki 

maksud apabila partai politik tersebut menguasai kekuasaan dalam 

Pemerintahan, maka ideologi, visi dan misi serta program partai dapat 

dipergunakan.

                                                           
31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. 

Pasal 10. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelelitian 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. 

Penelitian hukum Normatif adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 

pada metode, sistem dan gagasan tertentu, yang bertujuan untuk 

mempelajari suatu fenomena hukum tertentu melalui analisis.. Suatu 

proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun 

doktrin-doktrin hukum
32

. Penelitian yang diteliti tergolong jenis penelitian 

yuridis normatif  karena dilakukan dengan telaah pusataka mengenai 

pemberlakuan sistem Presidential Threshold terhadap perkembangan 

demokrasi di Indonesia.  

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Perundangan-Undangan (Statud Approach) 

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah suatu pendekatan 

yang mengkaji asas-asas hukum serta dokumen peraturan Perundang-

Undangan. 

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan Konseptual adalah pendektan yang berangkat dari 

suatu pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. 

 

                                                           
32 Muhaimin. SH. M.Hum,” Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, 

Mataram,  2020. Hlm. 19.  
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3. Pendekatan Historis (History approach) 

Pendekatan historis adalah penelaahan serta sumber-sumber 

lain yang berisi tentang informasi mengenai masa lalu dan 

dilaksanakan secara sistematis atau dalam kata lain, penelitian yang 

mendiskrifsikan gejala akan tetapi bukan yang terjadi pada saat 

penelitian terjadi  

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

1. Jenis dan Sumber Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang 

mengikat, dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar, yaitu 

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilu, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-

XI/2013 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Sumber hukum sekunder adalah data yang diperoleh 

langsung dari dokumen resmi. buku-buku yang berhubungan 

dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, 

skripsi, jurnal dan peraturan Perundang-Undangan. 
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c. Bahan Tersier 

Merupakan bahan atau rujukan yang berupa petunjuk atau 

penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder 

seperti buku-buku, kamus, ensiklopedia jurnal-jurnal non hukum 

maupun dari internet sepanjang mempunyai relevensi dengan topik 

penelitian. 

D. Teknik pengumpulan Bahan Hukum  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi 

kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari refrensi untuk 

mendukung materi penelitian ini melalui berbagai literatur seperti buku, 

bahan ajar perkuliahan, artikel, jurnal, skripsi, tesis dan Undang-Undang 

diberbagai perpustakaan serta internet.  

E. Analisis Bahan Hukum 

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode 

penelitian bersifat deskriptif, maka analisis data yang dipergunakan 

adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data 

sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, 

yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi 

atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan 

permasalahan atau fenomena hukum yang menjadi objek kajian. 
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33 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hlm. 177.  


